


W A L I K O T A  AMPON 
PROVINSI M A L U K U  

PERATURAN WALIKOTA A M B O N  

NOMOR 1 8  T A H U N  2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOIAL BERSKALA BESAR 

DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2 0 1 9  (COVID 19) 

DI KOTA AMBON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang •  

•  

WALIKOTA AMBON, 

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) 

dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah 
meningkat dan meluas lintas wilayah dan Negara dan 
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia; 

b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di 
Kota Ambon, semakin meningkat dan meluas sehingga 
menimbulkan korban jiwa, serta berdampak pada 
aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta 
kesejahteraan masyara.kat; 

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK.01 .07 /MENKES/358/ 

2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar di Wilayah Kota Ambon dalam rangka 
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  di Kota Ambon. 



tentang 

Republik Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

I .  Pasal 1 8  ayat (6) U n d a n g - U n d a n g  Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;  

2 .  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 60 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I  

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 1 1 1 ,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1645); 

3 .  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

•  
•  Mengingat 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali ter ir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 15  Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor  128,  Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6236 ) ;  

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 1979 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 3137);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  



• 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2020 

(COVID 1 9 )  ( L e m b a r a n  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 9 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6487); 
9 .  Peraturan Presiden Nomor 1 7  Tahun  2 0 1 8  tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2 0 1 2  Nomor 34); 
10 .  Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Gugus Togas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) ;  
11 .Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2 0 1 9  (COVID-19) ;  
1 2 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2 0 1 9  (COVID- 19 ) ,  (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326); 
1 3 .  Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 4 1  Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 1 8  Tahun 2020 tentang 
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan 
Penvebaran Corona Virus Disease 2 0 1 9  (COVID-19) ,  

- 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 
Nomor 587); 

1 4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentaang Pencegahan Penanganan Corona Virus Disease 

2 0 1 9  (COVID-19),  (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2020 Nomor 249); 



Menetapkan PERATURAN 

PEMBATASAN 

MEMUTUSKAN 

WALIKOTA TEN'TANO 

SOSIAL BERSKALA 

PELAKSANAAN 

BESAR DALAM 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (C0VID-19) 

DI KOTA AMBON 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dlam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

I Daerah adalah Kota Ambon. 

2 Pererintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyeienggaraan 

Pemerintah Daera.h yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Wahkota Ambon 

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelerggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota Ambon. 

5. Pembatasan Sos:al Berskala Besar yang selanjutnya di singkaat PSBB adalah 

pembatasan kegatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga 

terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (OVID 19) sedemikian rupa untuke 

mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19] 

6. Wilayah Pemberlakuan PSBB adalah Wilayah Kota Ambon; 

? Gugus Tgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19] KOta 

Ambon yang selanjutnya disebut Gugus Tgas COVID-19 Kota adalah Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19; yang 

dibentuk Pemerintah Kota Ambon, melalui sinergitas artar Pemerintah, 

TNI/POLRI, Badan Usaha, Akademoisi Masyarakat dan Media, 

8. Orang adalah setiap orang yang berdomisilt dan/atau berkegiatan di Kota 

Ambon. 

9. Penduduk Rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapet 

k pu tan  untuk mengembangknan potensinya sebagai akibat dari keadaan 

fisi dan/atau non fisik; 

10. Ba da n  Hukum adalah Organisasi atau perkumpuian yang didirikan dengan 

akta yt ng  ot  tik  dan  dalam hukum diperlalukar sebagai orang yang 



1f pelake Usaha adalah setiap orang persorangan watga negara Indonesia atau 

baden usaha yang berbentuk badarn hukeum atau bukan baden hukum yang 

ddinikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagang, 

12.Karyawan adala.h karyawan /karyawat/pegawa yang bekerja dalam Kantor,/ 

perusahaan/instansi, baik pemerintah maupun wast; 

13. Barang ebutuhan Poleok adalah barang yang menyangkut hajat hidup 

orang ban yak dengan skala pemenuhan kebutu han yang tingsi serta menjadi 

faktor pendukung kesejahteraar masyarakat; 

14. parang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam 

menentukn kelancaran pembangunan daerah; 

15.Bantuan sosia adalah pemberian banfuan berupa/uang/barang dari 

Pemerintah Kot Arbon kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau 

masyarakat dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi 

faktor pendukurag kesejahteraan masyarakat 

16. Penegak hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah Kota yang 

melaksanakan hukum antara lain Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong 

Praja, 

7 Titik pemeriksaan adalah tempat pengawasan P9B3 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJIAN 

Peraturan walikota iri dimaksudkan sebagai pedoran pelaksanaa PSBB dalam 

rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (001D-19) di Kota 

Am bon 

Peraturan Walikota ini bertuyuan untuk 

a. membatesi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam 

menekcan penyebaran Corona Virus Disease 2019(0OVID-19); 

b. mengantsipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Dsease 

2019 100VID-19), 

c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akbat Corona Vinus Disease 

2019 (C0VID-19) 

d. menangani dampak sosial dan ekonomi dani penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (00OVID 19) 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi 

a. pelaksanaan P9BB; 

b. hak, kewajiban serta pemenu han kebuthan dAsar penduduk selama PSBB; 

c. sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19); 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, 

e. 8umber pendanaan; dan 

f. sanksi. 

BAB IV 

PELAKSANAAN P9BB 

Bagian Kesatu 

Unum 

Pasal 5 

(I) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(€OVID-19), Walikota member'akukan P9BB di Kota Ambon 

(2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam bentuk 

pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang 

berdomisili dan /atau berkegiatan di kota Ambon 

(3] pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliput 

a. pelaksanaan pembelaiaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan 

lainnya; 

b. aktivitas bekerja di tempat kerja, 

• kegiatan eagamaan di rumah ibadah; 

d. kegiatan di tempat atau fastlitas umum; 

e. kegiatan sosial dan budaya; dan 

f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi 

Pasol 6 

Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional PBB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 dilakukan oleh Gugus Tugas Kota 

Ambon 



(I) Jangka waktu dan pemberiakeuan P9BB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
yat (l dilaksanakan selama I4 (empat belas] hari dan ditetapkan dengan 

Keputusan Wahikota 
[2) Jangka waktu sebagairmana dimaksud pada ayat (l) dapat diperpanjang 

apabila masih terdapat bukti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) 

(l) Selama pemberlakuan PSB, setiap orang wajib 
a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengalir selama kurang lebih 20 detik, gunakan pembersih tangan (hand 

aritazer] 
b. mendicuci muka sesampainya di rumah dan/atay tempat kerja% 

e. hindari menyentuh mata, hidung dan malut dengan tangan yang belum 
dicuci, 

d. jangan berjabat tangan/berselaman /cium pp, 

e. hindari interalsi fisik dekat dengan orang yang merihiki gejala sat; 

f. menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan dalam atau tisu, 

dan langsug dibuang ke tempat sampah dan segera cuci tangan, 
g. segera mengganti baju dan mandi sesampainya di rumah, 
h. bersihkan dan disenfeksi secara berkala benda atau permukaan Yan8 

sering disentuh, 
i. menggunakan masker dan menjaga jarak (phsical distancing paling 

sedikit l (satu) meter pada saat di luar rumah. 
j. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan /atau ruang isolasi sesua 

protolcol kesehatan bag: 
1) Orang Tanpa Gejala (0TGj; 
2) 0rang Dalam Per.antauan (0DP], 
3) Pasien Dalam Pergawasan (PDP' dengan gejala ringan; atau 
4) Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. 

(2 Orang Tanpa Gejala (0TG) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf j 

angka I merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular 
dari orang konfirmasi €OVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus 
konfirmasi €OVID-19 

• 



4 

() Orang Dalam Pemantauan (0DP secbagairmana dimaksud pada ayat (1) hur 
Jangka merupakan orang yang memenuhi persyyaratan sebagai berikut 
a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (I9PA) yaitu demar (238C} atau 

rwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan 
seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan /'pilek/pneumonia ringan 
hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran keinje 
yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum 
timbul gejala memilii riwavat perjalanan atau tinggal di Negara/wilaah 
yang melaporkan transmisi lokal 

b. Demar (238C] Atau riwayat deram atau 1SPA dan pada 14 (empat 
belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontale 
dengan kasus konfirmasi COVID-19; an 

c. ISPA beret/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah 
sakit dan tidak ada penyebah lain berdasarkan gambaran klinis yang 
meyakinkan 

(4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP] dengan gejala ringan sebagaimana 
dimaksud pada avat (I) hurufj angka 3 merupakan orang yang mengalami: 
a. Demar (238C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem 

pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak Ada 
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 
I4 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat 
perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi 
lokai; dan 

b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/'sakit tenggorokan/ batuk 
dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliei 
riwayat kontak dengan kasus kofirmasi C0OVID.19 

(5) lsolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf j, dilakukan 
dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. Protokol isolasi mandiri yang berlaku bagi ;  

I  hasil rapid reaktif; 
2. orang yang positif COVID-19 tetapi tidak menunjukan gejalah seperti 

demam, batuk atau pilek (0TGj; 

3. oran g  yang posinif COVID-19, tetapi tidak mempunyai penyakit penyerta 
seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, AIDS dan penyakit 
au toimun 

b. Syarat-syarat isolasi mandiri 

l. rumah sebagar tempat isolasi mandiri tidak terdapat orang dengan 

resiko tinggi se p  ti .  



a) lansia (60 tahun ke atas; 

b) ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dibawah dua tahun, 
c) usia produktif dengan penyalit penyerta/komor bid 

2. lolensi tidake dalam permukiman yang padat dan terdapat alases 
kendaraan roda empat; 

3. tersedia air bersih yang mencukeupi dan fasiitas air bersih diberilean 

minimal satu kali sehari dengan disenfektan; 

4. Kamrar tidur dan kamar mnandi terpisah dengan penghuni rumah 
lainnya, serta merihiki ventilasi dan pencahayaan yang bail 

5. tersedia perlengkapan mandi berupa handuk, sabun mandi, sikat gigi, 

pasta gigi serta pakaian juga harus dicuci terpisah dani penghuni lain; 

6. tersedia peralatan makan-minum beru pa piring, sendok, gelas, terpi%ah, 

dan dicuci terpisah dari penghuni lainnya; 

7. tersedia tempat sampah atau kantong plastik khusus untuk membuang 

tissu atau sampah yang digunakan untuk batuk, bersin dan 
membersihkan mulut atau hidung; 

B8. wajib menggunakan masker bedah (surgical mask) 

9. tersedia tenaga orang atau keluarga yang akan membantu memenu hi 

kebutu han pasien/ pelaku isolasi mandiri sehingga yang bersangkutan 

tidak harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain 
di luar rumah, 

e. Tata cara isolasi mandiri; 

I. tidak beraktivitas di luar rumah; 

a) selama melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan ke luar 

rumah atau ke tempat-tempat umum, walatpun untuk bekerja; 

b] apabila membutuhan keperluan seperti makanan, obat-obatan, 

mintalah orang lain yang tidak sedang menjalani isolasi mandini 

untuk melakukannya 

2. tidak melakukan kontak dengan orang yang tiggal serumah 

3. menggunakan masker selama berada di dalam kamar, dan apabila ada 

penghuni yang masuk ke kamar pasien, harus menggunakan masker 

bedah untuk mengurangi resiko penularan 

4. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS] 
a) cuci tangan dengan menggunakan sabun secara rutin; 

b] minum air putih yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) gelas sehari, 

serta konsu m si  makanan  yang bergizi; 

• 



e) bila halaman rumah memungkinkan untuk berjemur dan melakulean 

olahraga ingan di bawah sinar matahari selama 15-30 menit agar 

tubuh lebih bugar dan lebih cepat sembuh 

5. apabila didalam rasa isolasi muncul keluhan baru atau keluhan yang 

dialami menjadi memberat, misalnya demam tinggi disertai batuk terus 

menerus dan suhit untuk bernafas, segera hubungi Puskesmas terde lat 

atau hotline Gugus Tugas Covid-I9 Kot Ambon 

6. lamanya waktu untuk isolasi mandiri ditentukan oleh petugds 

kesehatan berdasarkan hasil pemeniksaan 

(6) seseorang dinyatakan dapat melaksanak.an isolasi mandiri setelah 

diverifikasi dan mendapat rekomendasi Tim Gugs Tugas Kota Ambon 

Pasad 9 

() Setiap orang yang tidak menggunakan masker pada stat keluar rumah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasad 8 ayat (l) huruf i dikenakan sanksi 

administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.50.000,-(lima 

puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000,- (seratus nibu rupiah] 

(2) Denda administratif sebagaimans dimaksud pada ayat (l dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon 

Bagian Kedua 

Pelaksan~an Pembelajaran di Sekolah dan/atau 

Institusi Pendidikan Lainnya 

Pasal 10 

(l] Selama pemberlakuan SBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di 

sekola.h dan/atau institusi pendidikan lainnya 

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah 

sebagaimane dimakcsud pada ayat (l) semua aktivitas pembelajaran diubah 

pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal 

masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secana 

virtual 

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari 

rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

Pasad I1 

(llnstitusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama 

pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l] meliputi 

a. lembaga pendidikan tingg, 

I 



b. lembaga peiatihan, dan 

c. lembaga penelitian 

()Penghentian sementara kegatan di institusi pendidikan lainny 

se bagaimana dimaksd pada ayat (I), dikecuahikan bagi lembaga pendidikan, 

pelatihan dan penelitian yang berkitan deengan pelayanan kesehatan 

(3] Dalam pelaksanaan penghentian sementara egiatan di institusi pendidikan 

lainnwa sebagaoana dimaksud pada ayat (l dan ayat (2), kegiatan, aktivitas 

pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilake«anakan secara daring dari 

rumah sesuai ketentuan teknis dari perangat daerah yang menangani bidang 

pendidikan 

(I) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PS8B, 

penangRung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wjib 

a. memastikan proses pembelajar'an tetap berjalan dan terpenuhinya hak 

peserta didik dalam mendapatkan pendidikan, 

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (0OVID- 

9} d i  lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan 

lainnya, dan 

c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya 

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Vins Disease 2019 (OVID.19) di 

lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l huruf b dilakukan sccara berkala 

dengan cara 

a. membersihken dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan 

prasarana sekolah, dan 

b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 209 

(COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya 

Bagian Ketiga 

Aktivitas Bekerja di Terpat Kerja 

Pasal 13 

(lj Selama pemberlakuan BB, dilakukan penghentian sementara aktivitas 

bekerja di tempat kenje/kantor 

(2 Penghentian sementafa aketivitas bekerja di tempat kerja/kantor 

se bagaimana dimakswd pada ayat (l} diganti dengan aktivitas bekerja di 

rumah/terpat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja 

I 



--------,- 

fl Pengecuahian penghentian proses bekerja di tempat kerja yaitu bagi kantor 

atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait ; 

• pertahanan dan keamanan, 
b ketertiban umum; 
¢ kebutuhan pangan; 

d bahan bakar minyak dan gas; 
e pelayanan keschatan; 
( perekonomian, 

8 keuangan; 
h komunikasi; 
i. industri, 

j. ekspor dan impor; 
k. distribusi, 

I. logistik; 

m. kebutuhan sehar-hari; dan 

n. kebuthan dasar lainnya 

(2) Kantor atau instansi sebagaimana diraksud pada ayat (I) meliputi 
a. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik 

negara, badan usaha miik daerah, dan perusahaan publik tertentu 
sepert, 

L. Kantor Pemerintah terkait aspek pertabanan keamanan: 
a) lnstansi Tentara Nasional Indonesia (TNI; dan 
b) Instansi Kepohisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

2. Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan; 
3. Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberanga, 

pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, listrik, air dan sanitasi); 
4. Pembangkit listrik dan unit transmisi; 
5. Kantor pos, 
6. Pemadam kebakaran, 

7. Lembaga penasyarakatan dan rumah tahanan Negara, 
8. Bea Cukai di pelabuhan/ bandare; 
9. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; 
10. Kantor pajak; 

11. Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk menajemen bencana 

dan peringatan dini; 



12. Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara 
pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram 
tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; 

13. Unit yang bertangsung jawab untuk pengeloiaan panti asuhan/ panti 
ompo/ panti sosial lainnya 

b. Perusahaan komersial dan swasta 
l] Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau 

kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan 
termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang 
pen ting yang mencakup benth, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan 

vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja 
konstruksi, dan baja ringan 

2) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, 
termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi 
perban kan, call center perbankan dan operasi ATM 

3) Media cetak dan elektromik. 
4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. 

5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta 

barang penting termasuk makanar, obat-obatan, peralatan medis 
6) SPBU, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 
7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi. 
8] Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua 

berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang 
dan tidak untuk penumpang. 

9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage] 

c. Perusahaan industri dan kegiatan produksi; 

I Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, 
perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 
tangga, bahan baku dan zat antaranya 

2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan. 

3. Lnit manufakeur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, 
farmasi dan alat kesehatan 

4. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura 
5. Unit produksi barang ekspor 

6. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha 

7. Pertbx gk la n ,  sho  oom  mobl, deale mobil/motor. 



d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada 
sektor kebencanaan dan /atau sosial 

Pasa 15 

(i)dam operasional perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal I4 ayat (2) 
huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 yaitu 08.00 14,00 WIT 

(2) Jam operasional sebagamana dimaksud pada ayat (l] diperuntukan bagi 
pelayanan kas 

Pasal 16 

Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pengecer 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat () huruf b angka 6, termasuk 
Penjual Bahan Bakar Eceran yaitu 05.30 - 20.00 WIT. 

Pasal 17 
Jam operasional perbengkelan, showroom mobil, dealer mobil/motor 
sebagaimana dimaksud dalarm pasal 14 ayat (2) huruf c angka T yaitu 08.00 ­ 

17.00 WIT. 
Pasal 18 

Pengecalian terhadap penghentian sementara aktrvitas bekerja di tempat kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemimpin tempat kerja wajib 
melakukan 
a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja; 
b larangan bagi setiap orang yang mempunyai peryakit penyerta dan/atau 

kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease 

2019 (0OVID-19) untuk melakukar kegiatan di tempat kerja, antara lain 

penderita tekanan darah tingi; 

2. pengidap penyakit jantung; 

3. pengidap diabetes, 

4. penderita penyakit paru-par., 

5. penderita kanker; 

6. ibu hamil; dan 

7. berusia lebih dari 60 (enamn puluh) tahun 

e. Penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disea e 201g 
(COVID-19) di tempat kerja, meliputi: 

I. memast tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan hige is; 



l 

2.seluruh karyawan di area perkantoran menggnakan masker dan 

mencuci tangan secar teratur dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengair atau pembersih tangan {hand sanitizer); 

3. belerjasama dalam hal perlindugan kesehatan dan pencegahan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-I9) dengan fasilitas pelayanan kesehatan 

terdekat untuk tindakan darurat, 

4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna 

meningkatkan imunitas pekerja; 

5. melakukan penyemprotan disinfektan seara berkala pada lantai, dining 

dan perangkat bangunan tempat kerja; 

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang 

memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja d 

tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau 

sakit; 
7 mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mergalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer termasuk 

menyediakan fasihitas cuci tan@an yang memada dan mudah diakes 

pada tempat kerja, 

8. merjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancingd paling sedikit 

dalam rentang I (satu) meter; 
9, melakuan penyebaran informasi serta ajuran/ himbauan penoegahan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi 

strategis di tempat kerja; 
10. dalam hal ditemakan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi 

Pasien Dalam Pengawasan, maka 

a) aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja harus dihentikan 

sementare paling sedikit 14 (empat belas) hani kerja; 

bl petugas medis dibantu satan pengaman melakukan evakuasi dan 

penyemprotan disintektan pada seluruh tempat, fashitas dan 

peralatan kerja dan 
c) penghertian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan 

peryemprotan disinfektan, serta pelaksaha.an pemeriksaan kesehatan 

dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontake fisike dengan 

tenaga kera yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COYID-I9 

telah selesa 

' 



Pad 19 

(l) Dalam hal tempat ketja /kantor yang tidake dikecuahikan sebagimana 

dimaksud dalam Pisa] 14 ayat (l] melangar penghentian sementara 

aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor selama pemberla.kuan P'SEE 

dikenakn sanksi administrntif berupa 

e. teguran lisan, 

b. teguran tertlis; dean 

c denda administratif 

(2] Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf c, paling 

sedikit Rp 5.000.000, (lima jut rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,­ 

(sepuluh juta rupiah) 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksd dalarm ayat 2) dilalukan oleh 

Gugus Tues kKota Ambon 

Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecvalikan dani penghentian sementara 

aktvitas bekerja di tettpat kerja selama pemberlakuan PsBB tidak 

melaksaralan kewajiban penerapan protokol pencegaban penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (€OVID- 19), sebagaimana dimalsud dalam Pasal 18 hurufc, 

pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif 

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minman, penaggngiawab 

restoran/rumah makan/caf~/warung/usaha seienis wajib wntuk 

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung {take 

awat), mnelalui pemesanan secara danng, dan/ atau dengan fasilitas 

telepon /layanan an tar; 

b. tidak menyediakan teja dan kursi/terpat duduk serta layanan janingan 

area lolal nirkabel (iWif, 

c mer 

d prnsip hygiene sanitasi pangan delam proses penanganan 

'777_J;F 
11 - ua tuan; 

¢. alat bantu seperti arung tangan dar/eta penfepit makanan 

kontake lan g ung  dengan makanan sap saji dalan 

dar jia +  
r  »  ,  



I 

f memastikan kecukeupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan 

sesuai tandar; 

g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khunrya yang 

memihiki permukaan yang bersentuhan langswung dengan makanan; 

h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengalir bag pelanggan dan karyawan, 

i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh 

di atas normal, batu, pilek, diare dan sesak nafas, dan 

j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses 

penyiapan makanan /minuman menggunakan sartung tangan, masker, 

penutup kepala dan pekaian kerja sesuad pedoman keselamatan dan 

kesehata kerja 

Pasal 22 

Jam operasional restoran/rumah makan/caf/usaha sejenisnya aitu 07,00 ­ 

18.00 WIT 

(l]Dalam hal tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pesa 21 dan Pasal 22 selama pemberiakuan P9BB, dikenakan sanksi 

administratif berupa 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis; dan 

c denda administratif 
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf c, paling 

sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,­ 

(sepuluh juta rupiah) 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon. 
Pasa 24 

Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk 
a. menyediakan layanan khusus bag tamu yang ingin melakukan isolasi 

mand, 

b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan 

memanfaatkan layanan kamar (room serioe); 
c. meniadakan aktivitas dan /atau menutup fasthitas laryanan hotel yang dapa 

menciptakan kerumunan orang dalam area hotel; 

I 



d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas 

yaitu suhu tubuh di atas norma, demam, batuk, pilek, diare dan sakit 

tenggorokkan wntuk masuk hotel, 
e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan 

pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, 
f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengair dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan 
fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja. 

Pasa) 25 

(1)Dalam hal penanggung jawab hotel selama pemberlakuan P9BB tidak 
melaksanakan kewajiban sebagairana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan 

sanksi administratif berupa 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis, dan 

c. denda administratif 
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf c, paling 

sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,­ 

(sepuluh juta rupiah) 
(3] Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon 

Pasal 26 

Terhadap kegiatan korstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan 

konstruksi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut 

a. menunjuk penanggungiawab dalam pelaksaraan pencegahan Corona Virus 

Disease 2019 (0OVID-19) di kawasan proyek, 

b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilekukan di dalam 

kawasan proyek; 
c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh 

pekerja selama berada di kawasan proyek; 

d. menyediakan ruang keschatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan 

sarana kesehatan yang memadai; 

e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian 

k rja sesuai pedoman kesclamatan dan kesehatan kerja; 

,f 



f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yan 

mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer termasuk 
menyediakan fesilitas cuci tangan yang memada dan mudah di akses pada 

tempat kerja; 
g. melarang setiap orang, baik pekerja mapun pihak lain, yang memihiki suh 

badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; 
h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik 

pencegahan Corona Virus Disease 2019 (0OVID-19) dalam sectiap kegiatan 
penyuluhan keseiamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau safety morning 

talk; dan 

i melakukan pemartauan kesehatan pekerja selama berada di kawasar 

proyek secara berkala 

Pasal 27 

(1)Dalam hal pemilik/penyedia/ penanggung jawab di tempat kerja kegiatan 
konstruksi, selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajtban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif 

berupa 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis; dan 

c. denda administratif 

(2] Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling 
sedikit Rp 15.000.000,- [lima belas juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 

() Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon 
Bagian Keempat 

Kegiatan eagamaan di Rumah Ibadah 

Pasal 28 

(l Selama pemberlakuan PsBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan 
keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu 

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah 

dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksuud pada ayat (l), kegiatart 

ibadah dilakukan di rumah masing-masing. 

(3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan 

ecara virtual. 

d 

I 



---------------- 

(4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah 

dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l], kegiatan 
penanda waktu ibadah seperti adman, lonceng, dan/atau penanda waktu 
lainnya dilaksanakan seperti biasa 

Pengecualian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l), kegiatan keagamaan dapat dilakukan pad4 
rumah ibadah dengan memperhatikan petunjuk Kepala Kantor Wlayah 
Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan wajib menerapkan protokol 

kesehatan 
Pasa1 30 

(I) Selama pemberlakuan PSBB, penangung jawab rumah ibadah wajib 
• memberikan edukasi atau pengertian kepala jamaah untuk tetap 

melakukan kegiataan keagaraan di rumah; 
b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID­ 

19) di rumah ibadah; dan 

c. merjaga keamanan rumah ibadah. 
(2) Upaya pencegahan penyeberan Corona Virus Disease 2019 (OVID-19) di 

rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat [!j huruf b dilakukkan 

secara berkala dengan cara 
a. mer.bersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnyai 
b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan 

di dalam rumah ibadah, dan 
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentngan 

Bagian Kelima 
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum 

Pasal 3l 

Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang melakukan kegiatan dengan 
jumlah lebih dani 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas um um 

Psal  32 

te m pa t  atau fasilitas umum wajib menutup tempat atau fasilitas 

umum untuk kegiatan pe nd ud uk  selama  pemberlakuan SBB. 



Pasal 33 

(l) Gugus Tugas Kota Ambon dapat membubarkan perkumpulan orang yang 

melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3l, 

(2) Pembubran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan setelah 

dibernikan peringatan 

(3] Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cafa 

penyemprotan air oieh Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Pasa] 34 

Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau faslitas umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 meliputi 

a. tempat atau fasilitas umum yang menjua kebutuhan pokok dan/atau 

kebutuhan sehari-hari, 

b, fasilitas pelayanan kesehatan; 

e. hotel, homestay, pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan 

orang-orang yang terdampak akibat CO1ID-19, staf medis dan darurat, awak 

udara dan laut; 

d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina; 

e fesilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan, dan 

f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk 

lainnya termasuk kegiatan olabraga. 

Pasal 35 

(I) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud delam Pasal 34 huruf 

a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau 

pengiriman: 

a. bahan pangan/ makanan /minuman; 

b. energi; 

c. komunikasi dan teknologi informasi; 

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau 

e. logistik. 

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat [I) 

huruf a, meliputi 

a. p en y« d iaan  barang  retail  di: 

i. rakyat; 

2. nall, toko s wa la yan  berjenis  minimarket, supermarket, hypermarket, 

i ndomaret, Afamidi dan toko khusus baik yang berdiri ven diri  maupun 



yang berade di pusat perbelanjaan terrasuk salon, toko/tempat 

fotocopy dan/atau 

3. t0lo/wrung Kuliner dan/ata Asa ha jualan makanan yang beroperas 

pada ma lat harni 

b, apotik tau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, 

c. jata binatu (laundry) 

Pasal 6 

Pemenuhan kebutuhan se hart-hari sebagaimana dimaksud dalam Pase1 35 ayat 

(2 diatur sebagai berikeut 

a. penyediaan barang retail di 

I) pasar rakyat, ikhususkan bagi penjualan barang kebutuhan pokok, 

termasuk toko/kios dan usaha sejenis yang berada di kawasan pasar 

akyat tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 

18.00 WIT; 

2) toko/kios dan usaha sejenisnya yang berada pada kawasan pasar, tetap 

dibuka dengan pembatasan waktu operasional yait 05.30 18.00 WIT; 

3) mall, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, 

indomaret, Alfamidi, dan toko khusus baik yang berdiri sendin maupun 

yang berada di pusat perbelanjaan, termasuk salon, toko/ tempat lot0Copy 

tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaita 08.00 - 20.00 

wrT 

4] Warung/kuliner, dan/atau jualan makanan yang selama ini beraktivitas 

dimalam hari depat dibuka dengan pembatasan waktu operasional yatu 

18.00- 21.00 WIT, dan hanya melayani pemasanan untuk dibawa pulang 

(take cwa 

b. apotik atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis tetap dibuka 

24 (dua puluh empat) jam; dan 

c. Jasa binatu (laundry) tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasonal 

yait 08,00 - 18.00 WIT 

Pasat 37 

(l) Pedagang barang kebutuhan pokok di Pasar Raleyvat sbagaimana dimaksud 

da.lam Pas] 36 huruf a angka I berjualan secara bergiliran ganjilgenap 

dengan mengunakan Kartu Identitas Pedagang dan/atau tanda /warna yang 

mudah dihhat 

(2 Pengaturan pedagang secara bergiliran sebagairmana dimaksud pada ayat (l] 

ditetapkan oleh Ke pala Dina« Perindustrian dean Perdagangan Kota Arbon 



Setiap pedagang/ penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 36 huruf a angka 

1 dan angka 3 wajib merggunalan masker 

Pasal 39 

(I) Setiap pedagang/penjual yang tidak menggunakan masker serta melanggr 

pembatasan jam operasional selama pelaksanaan PS.BB, se bagainana 

diraksud dalam Pas! 36 huruf a angka I dan angka 3 dikenakan sanksi 

administratif berupa 

a. teguran lisan, 

b, teguran tertulis; dan 

c. denda administratif 

[2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (l4 huruf c, paling 

sedikit Rp 250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah) dan paling banya 

Rp 500.000,- (lima matus ribu rupiah) 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon. 

Pasal 40 

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama P9BB gebagaimana 

dimaksud dalam asal 36 ayat (2) huruf a angka 2, pelaku usaha pada mall, 

tolo swalayan berienis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, 

Alfaridi dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di 

pusat perbelanjaan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau JarakK Jauh 

dengan fasilitas layanan antar; 

b. turut menjaga stabiitas ekonomi dan kemampwan daya beli konsumen 

barang dengan tidak menaikkan harga barang, 

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat wsaha; 

d melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen 

yang memasuki pasar/too serta memastikan karyawan yang bekerja tidak 

fang mengalami demam ringan atau sakit; 

e. meneraplan Pembatasan jarak antar esama konsumen {physical distancing 

yang detang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang l (satu) meter; 

f. mewapibkan setiap karywan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai 

p dom  u  keselamattn dan keehatan kerja; dan 



g. mengunakan masker, melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun 

dan /atau pembersih tangan (hand sanitizer) termask menyediakan fasiitas 

cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen an 

karyawan 

Pesal 41 

(l] Setip badan usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan 

penycbaran Corona Virus Disease 2019 [£OVID49) di tempat kerja 

sbagaimana dimaksud dalam Pesa 40 serta melanggar pembatasan jam 

operasional slama pelaksanan PSBB se bagaimana dimaksud dalam Pasat 

36 huruf a angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa 
a teguran lisan, 

b. teguran tertuis; dan 

c. denda administratif 

(21 Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf c, paling 

sedikit Rp 5.000.000, [lima juta rupiah] dan paling banyak 
RD 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dilakukan oieh 
Gugus Tugas Kota Ambon 

Bagian Keenam 

egiatan Sosia! dan Budaya 

Pasal 42 

[Ij Selama pemberlakuan PSBB, dilakcukan penghentian sementara atas 

egiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang 

(2) Kegiatan sosal dan budaya sebagairmana dimaksud pada ayat (I termasuk 
pula kegiatan yang berkaitan perk umpulan atau pertemuan 
a politik, 

b clahraga, 

€ hiburan; 

d akademik; 

e budaya, dan 

( njuk rasa/demonstrasi 

(3 Penge ualian terhadap kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, hanya kepada kegiatan olahraga perorangan atau kegiatan 

olahraga mandiri. 

• 



(4] lengeculian terhalp kegiatan demonstrsi /unjuke fas, se bagairan.a 
dirakud pade ay«at [2) huruf f, slam PSB dapat dibakukan dengan 

tentun 

a hany.a dala bentuk penyampakan tuntutan secara tertulis melalui 
penwakilan dan tidak lebih dart S (lira} orang 

b mengantongi iin dari piha.k berwajib; 

c. mengguakan masker darn menjaga jarake [physical distancing paling 
sedikit t (atu) meter 

(] Satuan Polisi Pamong Praje, TNI/POLI dapat membubarkan demonstrasi 
dan/atau unjuk ras, panjang tidak memenhi ketentuan sebagaira.a 
dimaksud pada ayat (4) 

Psal 43 

(I] Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimane 
dimal.sud dalam Pasal 42 ayat (l), untuk kegiatan 

a. khitan, 

b pernikahan, dan 

• pemakaran dan/ atau takziah kenatian yang bukan karena Corona Virus 

Disease 2019 (0OVID- 19 

(2) Pelaksanan kegiatan khitan sebagaimana diraaksud pada ayat (l huruf a, 

dilaksanalean dengan ketentua 

a. dilakuka pad.a fasilitas pelayanan kesehate 

b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah tidak lebih dani 15 [lma 
belas) orang 

c meniadakan acara perayaan yang mergudang keramain; dar 
d. menjaga jarak antar pihek yang hadir (physical distancing} paling sedikeit 

dalam rentang l (satu) aeter 

(3] Pelakeaaan krgiatan permikahan sebegaimana dirakesud pads ayat (lJ 
hurufb, dilakesanaken dengan ketentuan 

a. dilakuloan di KUA/ata Kantor Catatan Sipit; 

b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksiraal 10% (sepuluwh per«en 
dani kapesitas ruang dan tidak lebih dani I5 [lina belas} orang, dan 
waktu pelaksaaaya seefisien ungkin; 

c. metiadakan 8caa res¢psi periahan bauik di rurah rapun ternpat 
umum lainnya, Jan 

d. men)aga Jara.k antar pihak yang hadir [physical distancing paling sedikit 

dalamn rentang I (satu) meter serta wab rergikuti protokcl kesehatan 
se bagamana dimakud dalam Pasal 5 ayat (3 



- 

(4] pelakesanaan kegiatan perakaran dan /atau takziah keratian yang bulean 

karena Corona Virus Disease (CoIp. 19)sebegairman.a dim.aloud pad ayat 

(I]hurfe, dilaksanakan dengan ketentuan 

a. dilakukan di rumah duka 

b. dihadini oleh kalangan terbatas dengan jumlah tidal lebih dani 1 (lira 

belas) orang, 

c. menjaga jarak antar pihak yang hadir {physical distancingt pealing sw d~lit 

dalam rentang ! (satu) meter serta serta wajib mnegkeati protoleol 

kesehatan se bagaimaa dima.ksd dalam Paseal 5 ayat ( 

(I Setiap orang atau badan hukum yang tidak mentaati ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pesa 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (] 

dikenakan sanksi administratif berupa 

a teguran lisan, 
b. teguran tertulis; dan 

c denda administratif. 

(ZJ Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (I] huruf c, paling 

sedikit RRp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pealing banyal 

Rp 500.000,- (lima ratus nibu rupiah) 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dilakukan oleh 

Gugus Tugas Kota Ambon 

Bagian Ketujuh 

Pergerakan Orang dan Barang MenggRunakan Moda Transportasr 

ParagrafE 

Umum 

Pa.seal 45 

- 

(1) p b la kua  PSBB, Walikota memberlakula pembatasan mode 

di Kot Ambon, kecuai untuk 

a p venuhan kebutuhan pokok; dan 

yang dipe rboiehkan selama p e ober la kuan  P »BB  

g  di  rbolehkan selama nberlakuan PSBB sebagai vana 
d  

p da  ayat  (l] huruf b me liputi :  
•  liputi layanan ¥ g menge glut penumpang 

hi rat (k d raan  

ju  la.h 





I 

g. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing paling sedikit dalan 
rentang l (satu) meter 

Pasa1 47 

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, 
ambulance, mobil jenasah, endaraan operasional TNI, Pori dan Polisi Pamong 
Parja, kendaraan pengangkut barang untuk sektor pelayanan dasar, publik 
(mobil angkutan sampah, angkutan pelayanan listrik), kendaraan operasional 
penanganan Corona Virus Disease (covid 19), dan layanan darurat tetap berjalan 

Pasa] 48 

Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (I), untuk jenis moda transportasi 

a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, 

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi; 

c angkutan roda tiga (becak); 

d. angkutan orang dengan perahu motor [speed boat. 

Paragraf 2 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Pasal 49 

(l) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 48 huruf a, diatur sebagai berikut 

a. pembatasan jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas 

endaraan; 

b. pembatasan jam operasional dari pukul 05.30 - 19.00 WIT; dan 

c. pembagan pengoperasian secara bergilir (shift 

(2) Pembagian pengoperasian secara bergilir (shift) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Am bon 

Pasal 50 

Setiap pengemudi kendaraan angkeutan orang dengan kendaraan umum waib 

a. mengunakan masker dalam kendaraan; 

b. melakukan disinfeksi kendaraan; 

c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau 

kit; dan 

d. melaksanakan protokol kesehatan 



- 

PAal 51 

Detiap pemumpang angkutan orang dengan endaraan umum wa#it 

a. mengunakan masker dalam kendaraan; dn 

b. meneraplan physical distancing dalam endarn 

Pa.sal 52 

(I Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan kendaraan urum 
yang melanggar ketentuan scbagpimana dimaksud dalam aaf 46 ayat (]}, 
Pasal 50 eden Pasal 5t dieenakan sanksi administratif ber1pa 
a. teguran [isan, 
b teguran tertulis; dan 
c. denda administratif 

() Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (l huruf c, paling 
sedikit Rp 250.000,- (dua ratus limah puluh nibu rupiah) dan paling banyak 
Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [l} dilakukan oleh 
Gugus Tugas Kota Ambon 

Paragraf 3 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Pribadi 
Pasa 53 

Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa 48 huruf b wajib 

a. menggunakan masker di dalam kendaraan; 

b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% gesuai kapasitas kendaraan; 

c. menerapkan phsical distancing dalam kendaraan; 

d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal ata 

sakit; dan 

e. melakukan disinfeksi kendarean setelah selesai digunakan 

Pasal 54 

Penumpans angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasat 48 huruf b wajib: 

a. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan 

b. menerapkan physical distancing dalam kendaraan. 



I 

Pad 55 

(l) Setiap pengemudi dan penumpang endaraan angkutan pribadi yang 
melanggar kewaiban se bagaimana dimaksud dalam Paa} dan Pesa! 54 
dikenalean sanksi administratif berup 

a, teguran isan; 

b. teguran tertulis; dan 

c denda administratif 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksd dalam ayat (I) huruf c, paling 

sedikit Rp 250.000, (dua matus lira puluh ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) 

(3]sanksi administratif sebagairana dimaksud pada ayat [l] dilakukan let 

Gugus Tugas Kota Ambon, 
Pasei 56 

Pengguna angutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua wa jib 

• menggunakan masker dan sarung tangan; 

b. tidak mengangkut penumpang lebih dari I (satu] orang; 

c. mengangkut penumpang dengan menggunakan helm standard serta sedapat 

rungkin terdapat batas pemisah dengan penumpang, 

d. tidak berkenlara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal ata 

sakit, 

e. melakuan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunaka; dar 

f melaksanakan protokol kesehatan 

Pase] 57 

[l) Setiap pengguna angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda 
dua yang tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

dikenakan sanksi beru pa. 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan 

c denda administratif. 
(2) Denda administratif sebagaimana dimeksud daiam ayat (l) huruf e paling 

sedikit Rp 100.000,- {(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 200.000,­ 

dua ratus ribu rupiahj. 

(3] Sanksi administratif sebagamana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oieh 

Cugus Tugas Kota Ambon, 

- 
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(3) Pengecualian bagi orang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf c 

dilengkapi dengan dokumen perjalanan 

(4) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3] terdiri dari 

A. Tp/9IM/ Passport; 

b, sumat keterangan dari kelurahan /desa asal; 

c. surat keterangan hasil Rapid Test Non Reaktif dari lasihitas kesehatan 

daerah asal dengan batas waktu minimal 7 (tujuh) hart sebelum 

keberargkatan, apabila betas waktu haail rapid test terse but melewati 

batas waktu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan rapid test 

uhang, 

d. surat tugas/ undangan kegiatan; 

e. surat keterangan bekerja di wilayah Kota Ambon; 

f surat keterangen studi di Kota Ambon; dan 

g surat izin dani Gugus Tugas daerah asal 

Pasa! 67 

(I) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) 

dikecuahikan bagi pelaku perjalanan dari Kecamatan Leihitu, ecamatan 

Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu. 

f2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) menggunakan surat 

keterangan sehat dari puskesmas setempat yang menerangkan tidak dalam 

keadaan sakit (batu.k, pilek, diare den gangguan pernafasan] 

Pasal 68 

(l) Walikota dapat membatasi pergerakan /perjalanan orang keluar dari wilayaah 
Kota Ambon selama pelaksanaan P8BB_ 

[2] Apabila terdapat pergerakan /perjalanan orang sebagairmana dimaksud pada 
ayat [l] wajib memiliki dokeumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada 
Pa«al 66 ayat (4) 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN 

KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PEMBATASAN 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban 

Psal 69 

Selama pemberlakuaan PSBB, setiap penduduk di Kota Ambon mempanyai hake 
yang sama untuk 



a. memperoleh periakuan dan pelayanan darni Pemerintah Daerah, 

h mendapetkan pelayanan leesehatan dasr ssuad kebtuhan medis, 

c. memperoleh data dan informasi mengenai Corona Virus Disease 2019 

(0OVID-19) esai dengan kode etik; 

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengar 

Corona Virus Dis se 2019 (0OVID 191, dan 

e. pelayvanan pemularasan dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease 20I9 

(CoVID-I9] dan/atau terduga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19] 

(l) Selama pemberlakuan P8BB, setiap penduduk di Daerah wajib 

a mematuhi seluruh ketentan di dalam pelaksanaan SBB; 

b. ikut serta dalam pelaksanaan P9BB; dan 

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan schat (PHB9] 

(2) Dala hal penanganan Corona Virus Disease 2019 (0OVID-19), setiap 

penduduk wajib 

a. mengikuti testing dan pemeniksaan sampel untuk Corona Virus Disease 

2019 (OVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi [contact tracing 

apabila telah ditetapkan untuk diperksa oleh petugas; 

b melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter mapun 

perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan 

c. meiaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Kota 
Am bon apa bla dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat menunjukkan 

geala terpapar Corona Virus Disease 2019 (CO0VID-19) 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakukan stsuai petunjuk 
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon 

Bagian Kedua 
Perenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selara P9BB 

Pasal 7i 

(I Pemerintah Daerah memberikan bantuan tuna dan /atau bantuan pangan 

non tuna kepada mayarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuban 
pokoknya selama pelaksanan PS 

(24 Bantuan tunai dan /atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dirake«sud 

pada ayat (l) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan 

langsung lainnya yang melanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuant 
peraturan perundang-undangan 



(3 Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tuna 

se bagaimena dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasa 72 

(l) Pemenintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang 

terdampak pelaksanaan PSB 

(2) Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (I) diberikan dalam bentuk 

a. pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi Kota Ambon begi 

pelaku usa ha, 

b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampa.k ata 

pelaksanaan P9BB; dan/atau 

c. bantuan lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Pelaksanaan pemberian insetif sebagairana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mempertimbangkan kemampuan Kota Ambon 

BAB V 

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19) 

Pasal 73 

(I) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus 

Disease (0OVID19] di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan 

informasi kebutuhan penyetdiaan dan penyalaran sumber daya 

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan 

penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 

oleh Ketua Gugus Tugas Kota Ambon 

asad 74 

(l) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelerbagaan dalam 

pelaksanaan P9BB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

(2' Kolaborasi kelembagaan sebagimana diraksud pada ayat (l) dilakeukan 

dalam bentuk 

a. dukungan sumber daya manusia; 

b. sarana dan prasarana, 

c. data dan informasi; 

d jasa, dan/atau 

- 



BAB VII 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 75 

(I) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam 

rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan dalam memutus 

rantai penularan Corona Virus Disease (COVID-19) 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilakukan 

oleh Gugus Tugas Kota Ambon berkoordinasi dengan Ougus Tugas €OVID.19 
Provinsi Maluku 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2} dilakukan melalui 

pemantauan atau pemeniksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan 

tang8ung jawab masing-masing 

(4] Penilaian keberhaslan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) didasarkan pada kriteria: 

a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Wahikota ini; 
b. jumlah kasus; dan 

c sebaran kasus 

Pasal 76 

(1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga 

turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan melalui kanal 

penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

(3) iasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas 0OVID-19 Kota Ambon. 

Pasal 77 

Partisipasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 ayat (I) dilakukan dengan car: 

a. memasukkan data warga yang mengalami kesulitan bahan pokok di 

lingkungan masing-masing untuk menyempurnakan data social safety net; 

b. membentuk relawan untuk mengawasi pergerakan orang dan transportasi di 
ling ungan masing- masing; dan 

c. mendirikan posko dan/atau portal pada lorong dan/atau gang 



BAB VII 

SUMBER PENDANAAN 

Pasal 78 

Pendanaan pelaksanaan psBB bersumber dari 

a. Angran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku; 

€, Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon; dan 

d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidake mengikat esuai ketentuan 

perundang undangan 

BAB IX 

SANKSI 
Paa1 79 

(l) Wahikota mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang 

dilakcukan oleh setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan hukum selama 

pemberlakuan PSBB 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

a. teguran lisan; 

b teguran tertulis; 

c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran, 
d pembubaran, 
e. pemberhentian sementara kegiatan; 
f pembekuan iin, 
g. pencabutan iziin, 
h. denda administratif; dan/atau 
i. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggAran dan/atau 

pemuhhan 

(3j Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf h paling 

sedikit Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp 30.000.000,- (tiga pulh juta rupiah) 

(4) Walieota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat {) dan ayat [2) kepada Ougus Tugas Kot 

Ambon dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing­ 
masung 

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l/ huruf h digunakan 
untuk penanganan pencegahan penyebaran €OVID-I9 di Kota Ambon 



Pasal 80 

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimakusud dalam Pasal 79, Aparat 

Penegak Hukuam dapat menerapkan sanksi berdasar kan kewenanganya sesuai 

dengan ketentuan peratuman perundang-undangan 

, 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8I 

[l) Selama pelaksanaan PsBE dilakukan jam malam yang dimulai pukul 23.00 

wr 

[l) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1j dikecuaikan bagi aktivitas 

yang diperbolehkan selam P9BB, 

Pasa 82 

Pendinan Posko (Cheek Foint selama pelaksanaan P9BB hi lokas¢ -lokasi tertentu 

meliputi 

• Laha; 

b. Hunut durian patah; 

c. Passo - Lanier; 

d Polka 

e. Gala.la 
• 

f Kebun Cergkeh; 

& Gong perdamaan; 

h. Jalan Dr Latumeten; 

• 
Jalan Dr Sitanala; 

J Taman makmur; 

k. Soya 

I Batu gong 

m Kawasan Paar Mardilea 

' 
Pelabuhan Enrico; 

0 Pelabuhan speed boat Mardika 

p Pela bu han speed boat Wayame, 

q Pelabuhan Slamet Riyad; 

r Pela buhan Siwabessy; 

• Pela buhan Yos Sudarso, dart 

t Bandara Pattirmura 



Pasal 83 

Selama pelaksanaan PSBB dilakukan patroli terpadu untuk memantau kondisi 

asvaraat 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 84 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanger Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon 

tapkan di Ambon 

19 Juni 2020 

Dundangkan di Ambon 

19 Juni 2020 

TA AMON, f 

' 

BERIT# DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 18 

j 


